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NOMOR /9 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta
Diktum Ketiga Huruf C Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023
dan Daerah Otonom, maka perlu menetapkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2024-2026, dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No

104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan
Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik
- Bangkalan - Mojokerto — Surabaya - Sidoarjo -
Lamongan Kawasan Bromo — Tengger - Semeru, Serta
Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009
Nomor 4/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor I E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor I/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14
Seri E).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN
2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

L
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

Kepala Daerah adalah Penjabat Bupati Bangkalan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangkalan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Kecamatan adalah bagian dari wilayah daerah yang
dipimpin oleh Camat.
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang
selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat
Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun
2024 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah
adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan
keuangan untuk memastikan tercapainya target secara
ekonomis, efisien, dan efektif.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memuat
tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada
RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten
Bangkalan Tahun 2024-2026.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah
dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan
RKPD.




Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai
berikut :

BAB 1 . PENDAHULUAN;
BABII : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH;

BABIII : PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS;

BABIV : TUJUAN DAN SASARAN;

BABV . STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN
SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN;

BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

(I) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di
lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Bangkalan
sebanyak 51 (lima puluh satu) yang terdiri dari :

a. 33 (tiga puluh tiga) Renstra yang meliputi
Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat
dan Badan/Dinas Daerah; dan

b. 18 (delapan belas) Kecamatan.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Renstra
Perangkat Daerah yang dituangkan dalam rangka
mendukung capaian Tujuan dan Sasaran Daerah yang
tertuang dalam RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-
2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah.
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(2) Kepala  Perangkat Daerah  melaporkan  hasil
pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah
kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 14 April 2023

Plt. BUPATI BANGKALAN,
ttd.

MOHNI

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,
ttd.

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023

NOMOR /8 SERI E .
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
MASYHUDUNNURY

Pembina Tingkat |
NIP. 19741115 199803 1 004
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Typewritten text
Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 14 April 2023 
      
   Plt. BUPATI BANGKALAN,

                      ttd.

                  MOHNI

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 14 April 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

                                        ttd.

             MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004


